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PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

2 .
selEhal o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tobaholbung, 25 September 1980, umur
40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK:
XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bolonan, 10 Desember 1966, umur 54
tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warganegara Indonesia, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
di Kota Batam; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2021
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis
tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2000 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batam Barat, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor XXX/84/1V/2000 tanggal 19 April 2000;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya
bertempat tinggal bersama di Kota Batam;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a. ANAK |, lahir di Batam pada tanggal 09 Agustus 2001,
b. ANAK I, lahir di Batam pada tanggal 11 Desember 2002;
c. ANAK Il lahir di Batam pada tanggal 31 Januari 2007;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal 15 Oktober 2012
mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena:
a.Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina
rumah tangga;

b.Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

c.Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak;

d.Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

e.Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan
anak, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan
anak-anak;

6. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang memenuhi
kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 Desember 2020,
akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai
sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan telah

berpisah tempat tinggal;
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8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara
bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi
tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan
tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan
Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. H. Barmawi,
M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Mei 2021, menyatakan
bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan

kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di
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muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah
oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka
Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang
menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali
rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk
memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamag Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah
menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun
Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan
Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh
karena itu permohonan pencabutan perkara 686/Pdt.G/2021/PA.Btm, oleh
Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah
dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara,;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp720000,00 ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Erina, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H. Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah ; Rp 720.000,00
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